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ABSTRAK 

Tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di 

Indonesia merupakan upaya untuk mengkaji pemaknaan teks sebagai realitas 

sejarah dan aktualisasi norma dalam menjawab berbagai persoalan. Legislasi 

hukum perkawinan Islam sebagai langkah progresif pembentuk undang-undang 

dalam menyikapi setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan 

sosial di masyarakat terkait ketentuan batas usia dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Di mana,teks undang-undang merupakan sintaksis yang secara 

fundamental perlu diidentifikasi melalui penafsiran dalam kajian hermeneutika. 

Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada dua kajian: Pertama, bagaimana 

legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia? Kedua, bagaimana mengapa 

terjadi perdebatan terkait batas minimal usia nikah? Kedua, bagaimana tinjauan 

hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini dikaji menggunakan 

pendekatan hermeneutika, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis 

legislasi hukum perkawinan Islam terkait ketentuan batas usia, serta memahami 

makna yang sebenarnya dari teks Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk 

menghasilkan penelitian yang kredibel, digunakan dua jenis data dalam penelitian 

ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer antara lain 

peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan 

uji materiil (judicial review), dan naskah akademik. Sementara itu, data sekunder 

dikumpulkan dari berbagai literatur guna menunjang penelitian, seperti buku, 

jurnal, artikel, dan ulasan hukum. 

Hasil penelitian terhadap legislasi hukum perkawinan Islam menunjukkan 

bahwa implementasi hukum perkawinan Islam secara legislasi mempersoalkan 

usia ideal „matang‟ bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan 

berdasarkan Undang-undang N ׅomor 16 ׅTah ׅun 201 ׅ9 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada dasarnya 

hukum Islam tidak mengatur secara implisit mengenai batas usia, tetapi 

kedewasaan seseorang ditandai dengan „ kil balig. Namun demikian, legislasi 

hukum perkawinan Islam sebagai upaya perbaikan norma. Adapun penggalian 

makna berdasarkan tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan 

Islam di Indonesia terkait batas usia dapat dipahami melalui aspek teks, 

pengarang, dan pembaca. Selain itu, penafsiran terhadap frasa “penyimpangan” 

diperoleh makna perbuatan melawan hukum atau melanggar ketentuan Undang-

undang Perkawinan. 

 

 

Kata Kunci: Hermeneutika, Legislasi, dan Hukum Perkawinan Islam. 
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ABSTRACT 

The hermeneutic review of Islamic marriage law legislation in Indonesia is 

an attempt to investigate the text's meaning as a historical reality and the 

actualization of norms in responding to various problems. Legislation of Islamic 

marriage law as a progressive step for legislators in addressing any problems 

caused by social developments in society related to the age limit provisions in 

Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 

Concerning Marriage. Whereas the text of the law is a syntax that must be 

identified fundamentally through interpretation in the study of hermeneutics. As a 

result, this study focuses on two studies: First, how does Indonesia's Islamic 

marriage legislation stand? Second, why is there a debate over the legal marriage 

age? Second, how is the hermeneutic review of Indonesian Islamic marriage law 

legislation going? 

This is a library research, and the qualitative research is descriptive and 

analytical. Furthermore, this study was conducted using a hermeneutic approach, 

which is a method of analyzing Islamic marriage law legislation related to age 

limit provisions and understanding the true meaning of the text of Law Number 16 

of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. 

This study used two types of data to produce credible research: primary and 

secondary data sources. Statutory regulations, Constitutional Court decisions on 

judicial review requests, and academic texts are all primary data sources. 

Meanwhile, secondary data was gathered from various literatures, such as books, 

journals, articles, and legal reviews, to support research. 

The findings of research on Islamic marriage law legislation show that the 

implementation of Islamic marriage law in legislation calls into question the ideal 

age of'maturity' for someone who wants to marry based on Law Number 16 Year 

2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, 

because Islamic law does not implicitly regulate the age limit, but a person's 

maturity is marked by „ kil balig. However, Islamic marriage law legislation is an 

attempt to raise standards. The exploration of meaning based on a hermeneutic 

review of Islamic marriage legal legislation in Indonesia related to the age limit 

can be understood through the text, the author, and the reader. Furthermore, the 

phrase "deviation" is interpreted to mean an act against the law or a violation of 

the Marriage Law's provisions. 

 

 

Keywords: Hermeneutics, Legislation, and Islamic Marriage Law. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mayoritas masyarakat memeluk 

agama Islam sehingga menuntut adanya legislasi hukum (taqn n al-ahk m), 

khususnya ialah hukum perkawinan Islam. Aturan hukum mengenai perkawinan telah 

beranjak dari fikih konvensional menjadi fikih progresif sebagai upaya merespon 

perubahan dan perkembangan masyarakat. Di mana teks al-Qur‟ n dan hadis pada 

dasarnya telah final, sementara realitas sosial perkembangan mengikuti zaman. Oleh 

sebab itu, “teks-teks yang terbatas” tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber 

legislasi dari “teks-teks yang tak terbatas”.1  

Pada dasarnya, aturan perkawinan Islam di Indonesia dibakukan ke dalam 

Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai perkawinan menurut hukum 

Islam mencakup akad yang sangat kuat atau m ṡ qan gal ẓan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah2, sedangkan syarat dan rukunnya 

meliputi, a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; e) Ijab 

dan kabul.3 Namun, dalam praktiknya perkawinan dikembalikan menurut Undang-

undang Perkawinan yang masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

                                                           
1
 Maulidi, “Menggagas Fikih Responsif; Upaya Progresif Modernisasi Fikih,” al-„Adalah, No. 2, 

Vol. 14, (tb 2017), hlm. 510. 
2
 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. 

3
 Ibid., Pasal 14. 
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Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan 

dengan ketentuan batas minimal usia nikah bahwa perkawinan hanya diizinkan 

apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.4  

Ketentuan usia menjadi sorotan utama, sebab lslam sendiri tidak mengatur 

mengenai batas usia bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi 

istilah yang digunakan ialah balig sebagai indikator bahwa seseorang telah matang 

„dewasa‟ sebagaimana disebutkan dalam al-Qur‟ n berikut:5 

 وَابْ تَ لُوا الْيَ تٰمٰى حَتّّٰٓ اِذَا بَ لَغُوا النِّكَاحَ  

Sebaliknya legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia justru mengatur 

batas usia sebagai syarat dilangsungkan suatu perkawinan.6 Dalam sejarah 

pembentukan undang-undang, mulanya ketentuan batas usia nikah ditetapkan 19 

tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita7, namun ketentuan tersebut dinilai 

mendiskriminasi wanita sehingga muncul gerakan feminisme untuk menyetarakan 

kedudukan antara pria dan wanita (al-mus wah at-t mmah baina ar-rij l wa an-

nis ‟).8 Dengan demikian, batas minimal usia nikah antara pria dan wanita disamakan 

                                                           
4
 Pasal 7 ayat (1). 

5
 An-Nis ‟  4): 6. 

6
 Miftahul Ulum, “Taqnīn al-Ahk m  Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam 

Hukum Nasional Indonesia,” Ulūmuna  Jurnal Studi Keislaman, No. 1, Vol. 6 (Juni 2020), hlm. 85. 
7
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1). 

8
 Asep Syarifuddin Hidayat, “Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga 

di Indonesia,” Jurnal Cita Hukum, No. 1, Vol. 1 (Juni 2013), hlm. 123. 
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setelah adanya permohonan hak uji materi (judicial review) yang diajukan kepada 

Mahkamah Konstitusi tahun 2014-2017 M/ 1434-1438 M.9 

Selama proses pembentukan undang-undang, rekonstruksi batas minimal usia 

nikah tidak terlepas dari perbedatan dan polemik. Salah satu diantaranya ialah 

pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menuai pro dan 

kontra. Hal ini berhubungan dengan efektivitas dan dampak dari perubahan ketentuan 

batas minimal usia nikah. Selain itu, perlunya menggali makna teks dalam 

perundang-undangan pada Pasal 7 ayat  2) sepanjang frasa “penyimpangan”.10 Di 

mana persoalan “penyimpangan” menurut Dra. Eva K. Sundari ialah dalam situasi 

apa “penyimpangan” dilakukan, sehingga frasa tersebut perlu diperjelas supaya tidak 

memiliki kekaburan makna11, bahkan frasa tersebut menggiring pada diskursus 

legalisasi praktik pernikahan anak.12   

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti terfokus dengan kajian yang 

mempersoalkan tentang legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam 

menetapkan batas minimal usia nikah dan menguak esensi (ta‟r f) yang terkandung di 

dalam ketentuan batas minimal usia nikah, yakni sepanjang frasa “penyimpangan” 

pada Pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 berdasarkan tinjauan 

                                                           
9
 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 

22/PUU-XV/2017. 
10

 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
11

 Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan 

Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 
12

 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.  
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hermeneutika. Dalam hal ini, peneliti merujuk pada tokoh bernama Hans-Georg 

Gadamer, di mana dalam teorinya lebih menitikberatkan pada pemahaman 

(understanding), penafsiran (interpretation) dan penerapan (application) terhadap 

teks. Tiga komponen tersebut berkesinambungan antara teks (text), pengarang 

(author) dan pembaca (reader).
 13 Oleh karenanya, suatu teks tidak dapat terlepas dari 

aspek historis (peristiwa lampau) dan mengeksplorasi peristiwa masa kini supaya 

dapat diperoleh makna holistik menyesuaikan perkembangan dan realitas sosial di 

masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam rumusan masalah, penelitian ini terfokus pada dua pertanyaan penting 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia? 

2. Bagaimana tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di 

Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memahami legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam 

menetapkan batas minimal usia nikah.  

                                                           
13

 Susiknan Azhari, Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam; Dalam 

Antologi Studi Islam Teori dan Metodologi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 306. 
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b. Untuk menganalisis legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam 

menetapkan batas minimal usia nikah perspektif hermeneutika.  

2. Kegunaan Penelitian 

Selain tujuan penelitian, di bawah ini memuat kegunaan penelitian yang 

meliputi aspek teoretis dan aspek praktik, yaitu: 

a.  Aspek teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah 

keilmuan bagi para praktisi hukum dan kalangan akademisi program studi hukum 

keluarga Islam dalam mendalami ketentuan batas minimal usia nikah. Selain itu, 

diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Aspek praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti 

maupun lembaga hukum, terkhusus lagi ialah pembentuk undang-undang. Selain 

itu, sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat dalam memahami undang-

undang dan implementasinya sehingga dapat mengurangi dampak negatif, seperti 

hamil di luar nikah (married by accident), pernikahan dini, kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT), dan perceraian. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara terperinci dan 

detail dari sumber penelitian-penelitian terdahulu. Kegunaan dari telaah pustaka ialah 

untuk memetakan data supaya terhindar dari pengulangan data dan topik kajian yang 
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serupa.14 Pembahasan terkait batas minimal usia nikah sebenarnya telah banyak dikaji 

oleh para peneliti terdahulu, tetapi secara khusus penelitian ini fokus pada kajian yang 

mempersoalkan tentang legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam 

menetapkan batas minimal usia nikah dan menguak esensi (ta‟r f) yang terkandung di 

dalam ketentuan batas minimal usia nikah sepanjang frasa “penyimpangan” 

berdasarkan tinjauan hermeneutika. Dengan demikian, peneliti memetakan dua 

cluster (kelompok) penelitian terdahulu sebagai berikut:  

Cluster pertama, yaitu kelompok disertasi dan tesis sebagaimana ditulis oleh 

Iwan Romadhan Sitorus15 berjudul “Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan dalam 

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam 

Interdisipliner,” bahwa persoalan batas minimal usia nikah merupakan bentuk 

ijtih diyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan menyesuaikan 

zaman, sedangkan usia ideal dilangsungkan perkawinan ialah 21 tahun bagi pria dan 

19 tahun bagi wanita.  

Tesis yang ditulis oleh Noer Azizah16 berjudul “Implementasi Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah  Perspektif Teori Efektivitas Hukum  

 Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep),” bahwa setelah 

                                                           
14

 Dwi Cahyono dan Ismail Suardi Wekke, Teknik Penyusunan dan Penelitian Tesis (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), hlm. 5. 
15

 Iwan Romadhan Sitorus,  “Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang 

Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner,” Disertasi Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. 
16

 Noer Azizah, “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah  

Perspektif Teori Efektivitas Hukum  (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama 

Sumenep),” Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. 
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adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 justru berdampak bagi Kantor Urusan 

Agama dan Pengadilan Agama Sumenep  dalam hal kenaikan perkara dispensasi 

nikah. Selain itu, implementasi dari undang-undang tersebut masih belum efektif 

disebabkan kurangnya sosialisasi serta peranan dari penegak hukum. 

Yusuf Ridho Billah17 menuliskan dalam tesisnya berjudul “Politik Hukum 

Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” 

bahwa aturan mengenai batas minimal usia nikah dalam tinjauan maṣlaḥah perlu 

disempurnakan karena batas usia yang ditetapkan berpotensi menimbulkan dampak 

negatif bagi kesehatan, pendidikan, dan keharmonisan rumah tangga. Berbeda halnya 

dengan tesis Sigit Siputra Angga Pranata18 
berjudul “Studi tentang Perubahan  atas 

Usia dalam Perkawinan (Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa‟id Ramadan al-  ti)” bahwa 

hukum Islam pada dasarnya tidak menuntut batas usia sebagai syarat dilangsungkan 

suatu perkawinan, tetapi substansi dari pembentukan Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 adalah upaya perbaikan norma dengan menyamakan batas usia antara 

pria dan wanita menjadi 19 tahun. Selain itu, ketentuan batas usia tersebut sesuai 

dengan teori maṣlaḥah Sa‟id Ramadan al-  ti karena tidak bertentangan dengan 

ketetapan al-Qur‟ n dan sunnah.  

                                                           
17

 Yusuf Ridho Billah,“Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019,” Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. 
18

 Sigit Siputra Angga Pranata, “Studi tentang Perubahan Batas Usia dalam Perkawinan 

(Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa‟id Ramadan al-  ti),” Tesis Universitas Islam Malang, 2020. 
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Nur Anissa19 menuliskan dalam tesisnya berjudul “Paradigma Hukum Islam 

terhadap Usia Kawin Perempuan” bahwa batas usia dalam al-Qur‟ n hanya 

menyebutkan balig sebagai indikator seseorang telah layak untuk melangsungkan 

perkawinan. Sementara itu, aturan mengenai batas usia dalam Undang-undang Nomor 

16 tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman dalam hukum nasional. Penelitian serupa 

juga ditulis oleh Gustiya Sunarti20 
dalam tesisnya berjudul “Usia Minimal Kawin 

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Maṣlaḥah Murṣalah” dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa makna dan tujuan pemberlakuan standar usia minimal 

nikah setelah adanya perubahan batas usia ialah sebagai indikator kesiapan mental, 

kesiapan intelektual, kesiapan sosial-emosional, dan kesiapan spiritual sehingga 

mampu  tercapai kemaslahatan ḍarūriyyaḥ bagi pasangan suami istri yang menikah. 

Rendi Aris Yudhanto21 
menuliskan dalam tesisnya berjudul “Studi Kritis 

Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” bahwa 

konstruksi perubahan batas usia nikah dicapai dengan mempertimbangkan beberapa 

                                                           
19

 Nur Anissa, “Paradigma Hukum Islam terhadap Usia Kawin Perempuan,” Tesis Universitas 

Hasanuddin Makassar, 2020. 
20

 Gustiya Sunarti, “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif 

Maṣlaḥah Murṣalaḥ,” Tesis Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021. 
21

 Rendika Aris Yudhanto, “Studi Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum 

Islam,” Tesis Universitas Islam Indonesia, 2020. 
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hal, yaitu asas kesetaraan di depan hukum baik bagi pria dan wanita, menjamin 

perlindungan hukum serta hak-hak konstitusional bagi wanita.  

Dari penelitian-penelitian di atas, secara substansial penelitian terdahulu 

memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu mengkaji 

tentang dampak dari perubahan batas minimal usia nikah dan implementasinya dinilai 

masih kurang efektif, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang 

persoalan legislasi dalam penetapan ketentuan batas usia dan menggali makna teks 

sepanjang frasa “penyimpangan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Adapun persamaanya terletak pada objek kajian, yakni Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Cluster kedua, yaitu kelompok jurnal yang membahas mengenai implikasi dari 

perubahan batas minimal usia nikah sebagaimana yang ditulis oleh Sri Murni22, 

Tirmidzi23, Rini Heryanti24, Muhammad Nur Falah25, dan Ahmad Baihaqi 

Syamsuddin Saderi.26 Sementara itu, jurnal yang membahas mengenai efektivitas 

                                                           
22

 Sri Murni, “The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to 

Child Protection,” Atlantis Press: International Conerence on Law, Economics, and Health, Vol. 140 

(tb 2020), hlm. 229.  
23

 Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,” Usroh, No. 1, Vol. 1 (tb 2020), hlm. 47. 
24

 Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” Jurnal Ius 

Constituendum, No. 1, Vol. 6 (April 2021), hlm. 120. 
25

 Muhammad Nur Falah, “Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan 

Agama Pemalang,” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, No. 2, Vol. 1 (Oktober 

2020), hlm. 167. 
26

 Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, “Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan 

karena Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama 
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perubahan batas minimal usia nikah seperti yang dituliskan Nurnazli27, Hendrah28, 

Fatimah HS29, dan Waluyo Sudarmaji.30  

Selain jurnal di atas, peneliti juga menemukan pembahasan mengenai putusan 

Mahkamah Kontitusi relevansinya dengan perubahan batas minimal usia nikah, 

seperti tulisan Haniah Ilhami31, Muhammad Fajri32, Septi Indrawati33, Siti Qomariatul 

Qaqiah34, dan Gabrila Christy Mumek.35 

Membaca beberapa penelitian di atas, kajian dalam penelitian ini bukanlah hal 

baru melainkan melanjutkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.  

Tujuannya sebagai estafet keilmuan (taṭw r al-„ilm) sehingga peneliti dapat 

melakukan tinjauan terhadap legislasi hukum perkawinan Islam yang berkaitan 
                                                                                                                                                                      
Kabupaten Pasuruan,” EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, No. 2, Vol. 16 (tb 2021), 

hlm. 48. 
27

  Nurnazli dan Erina Pane, “Minimum Legal Age Marriage and Maṣlaḥah Mursalah in he 

Marriage Law in Indonesia,” Atlantis Press: International Conference on Muslim Societies and Social 

Sciences, Vol. 492 (tb 2019), hlm. 293. 
28

 Hendrah, dan Nila Sastrawani, “Usia Perkawinan Perspektif Maq ṣhid Syar ‟ah; ׅAnalisis 

terhadap ﮳Undang-undang Perkawinan di Indonesia,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Perbandingan Mazhab, No. 2, Vol. 2 (Mei 2021), hlm. 558. 
29

 Fatimah HS, dkk., “Juridicial Review of Limitation of Marriage Agency  ased on Law No. 16 

of 2019 about Marriage,” Meraja Journal, No. 2, Vol. 3 (Juni 2020), hlm. 68. 
30

 Waluyo Sudarmaji, “Analisis Maq ṣhid Syar ah Ibrahīm ibn Musa al-Sh tibi terhadap 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas Usia Perkawinan,” Al-Furq n  

Jurnal Ilmu al- ur‟ n dan Tafs r, No. 1, Vol. 4 (Juni 2021), hlm. 48. 
31

 Haniah Ilhami, “Relevansi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam 

Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak,” Jurnal Konstitusi, No. 2, Vol. 17 ( Juni 2020), hlm. 304. 
32

 Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan batas Minimal Usia Perkawinan Perkspektif 

Maslahat,” Jurnal Al- ad u   eradilan dan Hukum Keluarga Islam, No. 1, Vol. 7 (Juni 2020), hlm. 

68. 
33

 Septi Indrawati dan Agus  udi Santoso, “Tinjauan Kritis  atas Usia Perkawinan di Indonesia 

dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,” Amnesti: Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 2 

(Februari 2020), hlm. 22. 
34

 Siti Qomariatul Qaqiah, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di  awah Umur Pasca 

Perubahan Undang-undang Perkawinan,” ׅAn-Naw zil: Jurnal Hukum ׅdan Syariah Kontemporer, No. 

2, Vol. 1 (November 2019), hlm. 76-77. 
35

 Gabrila Christy Mumek, “Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya 

Perkawinan Anak di Indonesia,” Lex Et Societatis, No. 1, Vol. 8 (Maret 2020), hlm. 33.  
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dengan ketentuan batas minimal usia nikah serta menggali makna teks sepanjang 

frasa “penyimpangan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

E. Kerangka Teoretis 

Setiap penelitian dibutuhkan kerangka teoretis supaya kajiannya tetap fokus dan 

terstruktur. Berikut gambaran kerangka teoretis dalam penelitian ini: 

Diagram. 1.1 

Kerangka Teoretis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-undang Perkawinan 

Ketentuan batas usia dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan 

 

Implementasi batas usia perkawinan Islam di Indonesia 

Konsep hermeneutika 

 

Hasil penelitian 
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Peneliti menggunakan teori penafsiran (interpretation) yang dibangun dari 

konsep hermeneutika. Tujuannya ialah untuk memahami serta mendalami persoalan 

legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia berkenaan dengan ketentuan batas 

minimal usia nikah. Pemahaman hermeneutik berbeda dengan pemahaman lainnya 

karena kajiannya diarahkan kepada penggalian makna.36 Eksistensi hermeneutika 

sendiri pada dasarnya mengungkapkan pikiran manusia melalui kata-kata, atau 

berhubungan dengan bahasa.37 Daniel Vanderveken menuliskan dua tren penggunaan 

bahasa, sebagai berikut:38 

1. Bahasa logis yang ditemukan oleh Frege dan Russell bahwa bahasa berhubungan 

dengan dunia dan terfokus pada kondisi kebenaran kalimat deklaratif.  

2. Bahasa biasa yang ditemukan oleh Moore dan Wittgenstein bahwa bahasa 

digunakan dalam percakapan dan mencakup berbagai macam tindak tutur yang 

dipraktikkan oleh penutur melalui kalimat. Kalimat yang dimaksud antara lain 

kalimat bersyarat, pengandaian, seruan, optatif (harapan), interogatif (tanya), 

imperatif (ajakan), dan deklaratif (berita).  

Hermeneutika dalam bahasa Yunani, hermeios atau hermeneuein merupakan 

kata ׅkerja yang memiliki arti ׅmenafsirkan dan ׅkata benda ׅhermeneia, artinya 

                                                           
36

 Ahmad Atabik, “Memahami Konsep Hermeneutika Kritis Habermas,” Fikrah, No. 2, Vol. 1 

(Desember 2013), hlm. 460. 
37

 Mudjia Rahardjo, Hermeneutika; Menggali Makna Filosofis Teks (Malang: Intrans Publishing, 

2020), hlm. 12. 
38

 Daniel Vanderveken, Meaning and Speech Acts: Principles of Language Use, Vol.1, (Amerika 

Serikat: Cambridge University Press, 2009), hlm. 63. 
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pׅenafsiran (interpretation).39 Kajian hermeneutika berkembang dalam model-model 

pemahaman “historis” dan “humanistis”. Hermeneutika dapat mencapai dimensi 

paling autentik ketika ia mengkomparasikan alat-alat atau teknik-teknik eksplikasi 

teks dan berusaha melihat masalah hermeneutika ke dalam cakrawala narasi dari 

interpretasi itu sendiri. Oleh sebab itu, hermeneutika mempunyai dua titik fokus yang 

berbeda, tetapi saling berkaitan, yaitu (1) peristiwa pemahaman atas teks; (2) 

persoalan yang tertuju pada pengertian apa pemahaman dan interpretasi itu.40  

Secara teoretis, kajian hermeneutika dalam penelitian ini merujuk pada tokoh 

tokoh bernama Hans-Georg Gadamer dengan karya fenomenalnya Wahrheit und 

Methode: Grundzuge  Einer Philosophischen Hermeneutik (Truth and Method: 

Element‟s of a  hilosophical Hermeneutics). Istilah popular yang digunakan ialah 

Truth and Method. Tujuan utama karya Gadamer ialah memberikan justifikasi 

filosofis bahwa kebenaran berakar dari ranah ontologis. Selain itu, suatu tindak (teks 

atau praktik) memiliki makna bagi seseorang sehingga makna tersebut bersifat relatif 

bagi penafsirnya.41 Dalam bahasa yang lebih sederhana meliputi pemahaman 

(understanding), penafsiran (interpretation) dan penerapan (application). Tiga 

komponen tersebut terintegrasi dengan bangunan triadic-hermeneutic antara teks 

(text), pengarang (author), dan pembaca (reader).42 

                                                           
39

 Richard E. Palmer, Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi, alih bahasa Musnur 

Hery dan Damanhuri Muhammed, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14. 
40

 Ibid., hlm. 8. 
41

 Mudjia Rahardjo, Hermeneutika; Menggali Makna Filosofis Teks., hlm. 110. 
42

 Susiknan Azhari, Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam; Dalam 

Antologi Studi Islam Teori dan Metodologi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 306. 
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Upaya hermeneutik bagi Gadamer ialah memahami berbagai aspek 

pengetahuan melalui horizon (pandangan), di mana horizon merupakan peristiwa 

konkrit yang dialami tiap-tiap individu dalam menilai, memahami, dan 

mempertimbangkan sesuatu untuk mencapai makna yang dikehendaki melalui sejarah 

dan tradisi.43 Selain itu, horizon mencakup segala sesuatu yang dapat dimaknai dan 

ditafsirkan secara temporal sehingga memiliki jangkauan yang lebih kompleks. Oleh 

sebab itu, hermeneutika Gadamer dikembalikan pada dasar pemahaman (prejudices 

as conditions of understanding) bahwa kesadaran seseorang diawali dengan persepsi 

sebelum sampai pada penemuan makna.44 
 

Lebih lanjut, penafsiran dimungkinkan untuk mengatasi kesalahpahaman antara 

pengarang (author) dan pembaca (reader), di mana pembaca dapat menafsirkan teks-

teks hasil pikiran pengarang. Sebagaimana dikatakan Friedrich Schleiermacher bahwa 

kerja hermeneutika berfungsi sebagai pemandu yang membimbing pembaca untuk 

sampai kepada maksud pengarang.45 Bagi Gadamer, memahami maksud pengarang 

tidak bisa dijangkau tanpa memasuki horizon-horizon berdasarkan peristiwa historis 

                                                           
43

 Emanuel Prasetyono, “Menggagas Fusi Horizon dalam Hermeneutika Hnas-Georg Gadamer 

sebagai Model Saling Memahami bagi Dialog Antarbudaya dengan Relevansi pada Pancasila sebagai 

Landasan Dialogis Filosofis,” Studia Philosophica et Theologica, No. 1, Vol. 22 (April 2022), hlm. 68 
44

 Joel C. Weinsheimer, Gadamer‟s Hermeneutic  A Reading of Truth and Method (New Haven 

and London: Yale University Press, 1985), hlm. 207 
45

 Friedrich Schleiermacher, The Hermeneutics Reader, Texts, of the German Tradition from the 

Enlighenment to the Present (New York: Continum, 1985), hlm. 75 



15 

 

 

sehingga memungkinkan bagi pembaca berhasil memproduksi makna melalui karya 

pengarang berupa teks sebagai suatu yang menyikapkan dirinya.46 

Teori di atas berupaya mengungkapkan spirit (geist) dan pesan-pesan teks 

tersembunyi melalui penafsiran yang dapat diterima dan dipahami oleh pikiran 

sehingga secara fundamental teks tersebut dapat bergerak dinamis menyesuaikan 

zaman.47 
Dari sini tampaknya penafsiran tidak semata-mata reproduktif, tetapi juga 

produktif dan prospektif (al-qir ‟ah muntijah).48 
Dalam artian penafsiran dapat 

menjadi salah satu alternatif dalam memahami sesuatu, terutama yang berkaitan 

dengan teks hukum. Dalam konteks ini, teks yang dimaksudkan ialah Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 berkenaan dengan ketentuan batas minimal usia nikah.49  

Secara umum, hermeneutika digunakan untuk memahami makna dalam suatu 

teks perundang-undangan secara emik50, sebagaimana dikonstruksikan oleh para 

hakim (q ḍi) melalui jalan penafsiran.51 Begitu pula legislasi hukum perkawinan 

Islam di Indonesia terkait ketentuan batas minimal usia nikah merupakan teks hukum 

                                                           
46

 F. Budi Hardiman, Seni Memahami; Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida 

(Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 176 
47 
Urbanus Ura Weruin, dkk., “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum,” 

Jurnal Konstitusi, No. 1, Vol. 13 (Mei 2016),  hlm. 95. 
48

 Susiknan Azhari, Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam., hlm. 

305. 
49

 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan (2). 
50

 Emik didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang mengacu kepada pandangan masyarakat 

melalui pemahaman yang dijelaskan berdasarkan budaya, adat istiadat, maupun kepercayaan lokal 

sehingga emik ini berkaitan dengan praktik masyarakat dan diakui kebenarannya secara universal. 

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Emic_and_etic&hl=id&sl=en&tl

=id&client=srp&prev=search akses 4 April 2021 M/ 24 Sya'ban 1442 H.  
51

 M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Jakarta: 

Prenada Media, 2011), hlm. 18. 
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yang perlu dipahami dan digali maknanya melalui penafsiran guna menemukan cita 

hukum. Adapun corak penafsiran dibagi beberapa macam, yaitu penafsiran 

gramatikal, penafsiran autentik, penafsiran historis, penafsiran sosiologis, penafsiran 

sistematis, penafsiran restriktif, penafsiran ekstentif, penafsiran komparatif, 

penafsiran futuristik (antisipatif), penafsiran interdisipliner, dan penafsiran 

multidisipliner.52  

Dari uraian di atas, peneliti menyajikan pembahasan menarik dalam upaya 

memahami legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia kaitanya dengan ketentuan 

batas minimal usia nikah dan menggali makna teks sepanjang frasa “penyimpangan” 

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan tinjauan hermeneutika 

yang merujuk pada seorang tokoh bernama Hans-Georg Gadamer. Di mana teori 

yang digagas diupayakan untuk memahami makna teks yang terkandung dalam 

undang-undang tersebut secara holistik serta berusaha menyelami peristiwa masa 

lampau (al-aḥd ṡ al-m diyah) dan melihat sinkronisasi dalam peristiwa yang 

berkembang saat ini (al-aḥd ṡ al-mu‟ ṣirah). Hal ini disebabkan karena ketentuan 

undang-undang tidak hanya dipahami sebagai teks hukum tetapi juga sebagai norma 

yang mengikat dan diimplementasikan oleh masyarakat menurut hukum yang 

berlaku.  

 

                                                           
52

 Jazim Hamidi, Hermenutika Hukum; Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir (Malang: UB Press, 

2011), hlm. 102-106. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah kepustakaan yang terfokus pada sumber tertulis, 

data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti dokumen peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini dikaji dan dianalisis menggunakan 

bahan-bahan kepustakaan berupa buku, seminar, media elektronik dan internet 

sebagai penunjang.53  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini berupa deskriptif analitis, yakni berupaya memberikan 

penjelas, uraian, dan validasi terhadap objek yang sedang diteliti.54 Dalam hal ini, 

peneliti menguraikan secara sistematis persoalan-persoalan legislasi hukum 

perkawinan Islam di Indonesia terkait penetapan batas minimal usia nikah dan 

menganalisis frasa “penyimpangan” menggunakan perspektif hermeneutika. 

Tinjauan hermeneutika digunakan sebagai bahan analisis supaya dapat memahami 

makna teks sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. 

3. Sumber Data Penelitian 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer umumnya didapatkan dari objek yang sedang diteliti 

secara langsung.55 Data penelitian ini diambil dari peraturan perundang-

                                                           
53

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 

2. 
54

 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 17. 
55

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998),  hlm. 91. 
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undanׅgan maupun putusan Mahka ׅmah Konstitusi terhadap permohonan hak uji 

materi (judicial review), yaitu:  

1) Dokumen Undang-undang Per ׅkawinan, yaitu Undang-undang ׅ 1 Tahun 1974 

dan Undang-un ׅdang ׅNomor 16 Tahun 2019 tentang Peru ׅbahan atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2) Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan 

Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. 

3) Dokumen Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-undang (RUU) 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal, 

artikel, serta media elektronik yang terkait topik penelitian yakni ketentuan 

batas minimal usia nikah. Selain itu, data sekunder lainnya juga dapat berupa 

ulasan-ulasan hukum (law review) yang dapat dijadikan sebagai sumber data 

penunjang.56 
 

4. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini 

dimaksudkan untuk menggali makna ontologis teks melalui jalan penafsiran.57 

Pendekatan hermeneutika membahas pola sirkular antara teks (text), pengarang 

                                                           
56

 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 272. 
57

 Arip Purkon, “Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam,” Ahkam, No. 2, Vol. 13 

(Juli 2013), hlm. 184. 
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(author), dan pembaca (reader). Seorang pembaca dalam memahami teks dituntut 

untuk tidak sekadar melihat apa yang ada pada teks, tetapi lebih kepada apa yang 

ada dibalik teks. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk melihat makna 

dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hukum kaitannya dengan ketentuan 

batas minimal usia nikah secara komprehensif.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang cocok digunakan dalam pengumpulan data ialah studi 

dokumen. Tujuanya untuk memperoleh informasi pengetahuan dan fakta-fakta 

terkait peraturan perundang-undangan melalui jurnal, buku literatur, dan hasil 

penelitian (research) berkaitan dengan topik pembahasan. Selain itu, untuk 

memperkuat data di atas peneliti juga menggunakan teknik wawancara (interview) 

yang diperoleh dari Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai 

perwakilan hakim konstitusi. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Peneliti menerapkan tiga tahapan sebagai acuan serta teknik pengolahan 

data, sebagai berikut:  

a. Editing, merupakan pengoreksian data yang diperoleh untuk meminimalisir 

kesalahan, melihat relevansi, dan kesesuaian antar data yang didapatkan.58 

Dalam tahap editing, peneliti melakukan pemeriksaan kembali seluruh data 

yang diambil dari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan 

                                                           
58

 Masrukan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 197. 
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dalam legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia berkaitan dengan 

ketentuan batas minimal usia nikah. 

b. Organizing, yaitu penyusunan data dengan jelas, sistematis, dan terstruktur.59 

Penelitian ini tentu melihat data-data yang koheren terkait legislasi hukum 

perkawinan Islam di Indonesia berkaitan dengan ketentuan batas minimal usia 

nikah.ketentuan batas minimal usia nikah. 

c. Conclusing, ialah hasil akhir yang telah diolah sebagai tindak lanjut 

penelitian.60 Tahap terakhir ini merupakan kesimpulan yang didapatkan dari 

hasil penelitian untuk memahami persoalan legislasi hukum perkawinan Islam 

di Indonesia berkaitan dengan ketentuan batas minimal usia nikah serta 

menemukan makna yan terkandung sepanjang frasa “penyimpangan” pada 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.61 

7. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.62 

Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan legislasi hukum perkawinan Islam di 

Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan ketentuan batas 

                                                           
59

 Abdul Kadir Muhammad, ׅHukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm. 132. 
60

 Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 

195. 
61

 Pasal 7 ayat (2). 
62

 Consuello G. Savella, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71. 
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minimal usia nikah secara objektif. Untuk selanjutnya penelitian ini dianalisis 

menggunakan metode deduktif yang dirancang untuk melihat keseluruhan teks 

perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan; Pendahuluan memuat tentang gambaran umum mengenai 

permasalahan yang dibahas, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Gambaran tentang Hermeneutika; Dalam bab i ׅni, peneliti 

mendeskripsikan mengenai epistemologi hermeneutika, sejarah dan perkembangan 

hermeneutika, hermeneutika Gadamer, penerapan hermeneutika di ranah hukum, 

ontologi teks dan bahasa hermeneutika hukum. 

Bab III Konstruksi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Dalam bab ini, 

peneliti mendeskripsikan mengenai legislasi hukum perkawinan Islam dalam konteks 

Undang-und ׅang ׅNomor 16 Tah ׅun 2019 dan realitas hukum perkawinan Islam di 

Indonesia berdasarkan triadic-hermeneutic antara teks, pengarang, dan pembaca 

terhadap ketentuan batas minimal usia nikah dalam Undang-und ׅang ׅNomor 16 Tah ׅun 

2019. 

Bab IV Analisis Hermeneutika terhadap Legislasi Hukum Perkawinan Islam 

di Indonesia; Pada bagian ini peneliti melakuan analisis menurut aspek teks, 

pengaran, dan pembaca terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia 
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terkait ketentuan batas minimal usia nikah dalam Undang-und ׅang ׅNomor 16 Tah ׅun 

2019. 

Bab ׅV Penutup; Berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memuat hasil 

penelitian guna menjawab rumusan masalah.  
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam 

di Indonesia dapat diambil kesimpulan: 

1. Legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai upaya perbaikan norma, 

namun dalam proses pembentukannya tidak terlepas dari  persoalan tentang usia 

ideal „matang‟ bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan 

berdasarkan Undang-undang N ׅomor 16 ׅTah ׅun 201 ׅ9 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Sebaliknya, hukum 

Islam tidak mengatur secara implisit mengenai batas usia, tetapi kedewasaan 

seseorang dapat ditandai dengan „ kil balig. 

2. Tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia 

terkait ketentuan  batas  usia dapat dipahami berdasarkan aspek teks, pengarang, 

dan pembaca. Selain itu, sepanjang frasa “penyimpangan” diperoleh makna 

perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang 

Nׅomor 16 ׅTah ׅun 201 ׅ9 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. 
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2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disarankan kepada pihak-pihak 

terkait supaya memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu: 

1. Diharapkan bagi seluruh kalangan, baik pihak pemerintahan maupun di luar 

pemerintahan, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama ikut serta dalam 

mengedukasi serta memahami aturan mengenai hukum perkawinan Islam di 

Indonesia terkait ketentuan  batas  usia guna menghindari dampak negatif, 

pengendalian dan pencegahan terhadap perbuatan menyimpang (dilarang oleh 

undang-undang). 

2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengakaji ukum perkawinan Islam di 

Indonesia menggunakan perspektif berbeda, terutama pemberian dispensasi 

bilamana terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Perspektif dan pendekatan 

yang berbeda akan memperkaya khazanah keilmuan serta memperdalam kajian 

seputar hukum keluarga Islam khususnya. 
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